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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 27 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk mela ksanakan ketentuan Pasal 11 Pera turan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 20 18 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda patan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20 17 , 
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabara n 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 194 5; 

2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang Pemben
tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Benta Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kab upa ten Subang den gan Menguba h 
Undang-Vndang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 196 8 Nomor 3 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara ya ng Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 
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6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu a Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58 , Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik In donesia Nomor 5679); 

11. Undang-U ndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administra si Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1) ; 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keu angan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 5340); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) , 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nom or 6 5 Tahun 20 10 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahu n 2010 Nornor 110, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik In donesia Nornor 4578) ; 

17 . Peraturan Pernerin tah Nornor 8 Tahun 2006 tentang 
Pela poran Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25 , Tarnbahan Lernbaran Negara Republik In donesia 
Nomor 461 4); 

18 . Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelen ggaraan Pernerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Da erah kepada Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah, 
dan ln formasi Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4693) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83 Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4738); 

20. Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4972) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 tentang peru bah an atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5219) ; 

23 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24 . Peraturan Pemerinta h Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

25. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia om or 6041) ; 

26. Peraturan Pemerin tah Nomor 33 Tahun 201 8 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Waki] 
Pemerin tah Pusat (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

27. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakbir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge101aan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 31 0); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial 
Yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 



Menetapkan 
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Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 20 17 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah ten tang Penja baran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 20 17 Nomor 450) ; 

3l. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Prod u k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 7); 

34. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikma laya Tahun Anggaran 2017 (Lem baran 
Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 6); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
20 17 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 
Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 
201 8 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 
Nomor ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI 
PERTANGGUNGJAWABAN 

TENTANG PENJABARAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017. 



Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b . Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2 . Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

J umlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surflus/Defisit 

3 . Pembiayaan 

Rp. 401.502 .016 .966,00 
Rp. 2.083.179.479 .122,00 
Ro. 833.895.813.315,00 
Rp.3.318.577 .309.403,00 

Rp. 1.318.193.852.591 ,00 
Rp. -
Rp. -
Rp. 194.908.912.585 ,00 
Rp. 5 .678 .800.000,00 
Rp. 7 .144.121.898,00 
Rp. 547.975.382.192 ,00 
Ro. 10.864.252.900,00 
Rp.2.084.765.322 .166,00 

Rp. 144.800.797.218,00 
Rp. 614.586.422.893,00 
Ro. 566.130.224.362,00 
Rp. 1.325.517.444.473,00 
Rp.3.410 .282.766.639,00 
Rp. (91.705.457.236 ,00) 

a. Penerimaan Rp. 190.632. 11 1.015,00 

b. Pengeluaran ~RJ;<.p,-. _ =12=.=5",-00"".=0",-00"".=0",-00=,,,,,,0=0 
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 178 .132.11 1.01 5,00 

Sisa Lebih Pembiayaan An ggaran (SiLPA) Rp . 86 .426.653.779 ,00 

Pasal2 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahka n dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan. realisasi anggaran. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 24 Agua t us 2018 

Plh.SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Dr. H. IWAN SAPUTRA, S E.M.Si 

Ditetapkan di Singaparna 
pa d tanggal 24 Aguatua 2018 

BERITA DAERAH KABUP TEN TASIKMAL YA T HUN 2018 NOMOR 27 


